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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3)
dan Pasal 18 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga
Nuklir tentang Penyusunan Laporan Analisis Keselamatan
Reaktor Nondaya.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang
Perizinan Reaktor Nuklir (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS
KESELAMATAN REAKTOR NONDAYA.


http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.758 2

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang
dimaksud dengan:

1. Reaktor Nondaya adalah reaktor nuklir yang memanfaatkan neutron
dan radiasi hasil pembelahan nuklir.

2. Laporan Analisis Keselamatan yang selanjutnya disingkat LAK adalah
dokumen keselamatan yang berisi informasi tentang instalasi nuklir,
desain, analisis keselamatan dan ketentuan untuk mengurangi risiko
terhadap masyarakat, personil operasi dan lingkungan hidup.

3. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN
adalah badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

4. Pemegang izin adalah orang atau badan yang telah menerima izin
Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN.

Pasal 2

Peraturan Kepala BAPETEN ini bertujuan memberikan ketentuan bagi
pemegang izin dalam penyusunan dokumen laporan analisis keselamatan
reaktor nondaya.

Pasal 3
Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur tentang:
a. format dan isi bab - bab LAK; dan
b. penyusunan dan pemutakhiran LAK.

Pasal 4

Ketentuan dalam Peraturan Kepala BAPETEN ini diberlakukan
berdasarkan pendekatan pemeringkatan, sesuai dengan potensi bahaya
radiologi dari reaktor nondaya.

BAB Il
PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN LAK
Pasal 5
(1) Pemegang izin harus menetapkan dan melaksanakan LAK.

(2) LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada
Kepala BAPETEN sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin
konstruksi dan izin operasi.
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